PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

J1. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR :425.11 /2000 - Disdik

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
IZIN OPERASIONAL YAYASAN ANWARUL HUDA PASIRWANGI NOMOR 425.11/1284-
DISDIK TANGGAL 23 APRIL 2009 UNTUK MENDIRIKAN
SMP PLUS ANWARUL HUDA PASIRWANGI
MULAI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa schubungan adanya perubahan kedudukan SMP Plus Anwar
Huda Pasirwangi dari Yayasan Anwarul Huda Pasirwangi menjadi
Yayasan Anwarul Huda Musadad Pasirwangi, maka Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Nomor 425.11/1284-Disdik Tanggal 23 April 2009
tentang Izin Operasional Yayasan Anwarul Huda Pasirwangi untuk
mendirikan SMP Plus Anwarul Huda Pasirwangi, perlu ditinjau
kembali dan dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor
425.11/1284-Disdik Tanggal 23 April 2009 tentang Izin Operasional
Yayasan Anwarul Huda Pasirwangi untuk mendirikan SMP Plus
Anwarul Huda Pasirwangi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950)

2.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839)

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3390)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998

Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor (3763);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang

Pcdoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Dasar dan Menengah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004
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